
 

57 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Arikunto, S. 2016. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka 

Cipta 

Creswell, John. 2018. Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed 

Methods Approaches. Sage 

Elklit, J., & Reynolds, A. 2014. Judging Elections and Election Management 

Quality by Process. Representation 

Elklit, J., & Svensson, P. (1997). What Makes Elections Free and Fair? Journal of 

Democracy, 8(3), 32-46. 

Fahmi Khairul. 2017. Pergeseran Pembatasan Hak Pilih dalam Regulasi Pemilu 

dan Pilkada Jurnal Konstitusi, Volume 14, Nomor 4, 757-777 

Fuad, Fachruddin, 2016. Agama dan Pendidikan Demokrasi: Pengalaman 

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Yogyakarta: Pustaka Alvabet 

Ham, C. v. (2015). Getting elections right? Measuring Electoral Integrity. 

Democratisation, 22(4). 

Husin, Luthfi Hamzah & Heroik Mutaqin Pratama, Wegik Prasetyo, Hendra, 

Wawan Budi Darmawan, Firman Manan, Feri Amsari. 2021. Malpraktik dan 

Korupsi Pemilu di Indonesia: Analisis terhadap Proses Penghitungan dan 

Rekapitulasi pada Pemilu 2019. Integritas: Jurnal Antikorupsi, 7 (1), 57-78. 

DOI: 10.32697/integritas.v7i1.720 

Iqbal, Muhammad & Sri Budi Eko Wardhani. 2020. Integritas Penyelenggara 

Pemilu Ad Hoc, Praktik Electoral Fraud Oleh Panitia Pemilihan Di Provinsi 

Sumatera Utara. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 

Vol. 1 No. 2, 1-22 

Kansil. C.S.T. 2014. Dasar-dasar Ilmu Politik. Yogyakarta: UNY Press. 

Karim, Abdul Gaffar . 2020. Mencegah Electoral Malpractice dalam Penundaan 

Pilkada 2020. Jogjakarta: Polgov-FISIPOL UGM 

Khoirunnisa Agustyati (ed). 2019. Evaluasi Pemilu Serentak 2019: Dari Sistem 

Pemilu Ke Manajemen Penyelenggaraan Pemilu. Jakarta: Perludem 

Liando, Daud M. 2016. Pemilu Dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada 

Pemilihan Anggota Legislatif Dan Pemilihan Presiden Dan Calon Wakil 

Presiden Di Kabupaten Minahasa Tahun 2014). Jurnal LPPM Bidang 

EkoSosBud Kum. Volume 3 Nomor 2 Tahun 2016.  



 

58 

 

Masmulyadi. 2019. Serial Evaluasi Penyelenggaran Pemilu Serentak 2019. 

Perihal Pemungutan dan Penghitungan Suara. Jakarta: Bawaslu. 

Miles,M.B, Huberman,A.M, dan Saldana,J. 2016. Qualitative Data Analysis, A. 

Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publications 

Minan, Ahsanul & Delia Wildianti, dkk. 2019. Perihal Pelaksanaan Hak Politik. 

Jakarta: Bawaslu 

Moh. Mahmud MD. 2017. Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: PT RajaGrafindo 

Persada. 

Moleong, Lexy J. 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya. 

Mozaffar, S., & Schedler, A. (2002). The Comparative Study of Electoral 

Governance: Introduction. International Political Science Review, 23(1), 5-27 

Pahlevi, Indra. 2011. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum Di Indonesia: 

Berbagai Permasalahannya. Politica Vol. 2, No. 1, Juni 2011 

perludem.org. Perludem: Surat C6 Bukan Syarat Utama Gunakan Hak Pilih Di 

TPS!. http://perludem.org/2017/03/28/perludem-surat-c6-bukan-syarat-

utama-gunakan-hak-pilih-di-tps/, diakses 26/12/2021 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/ PUU-11/2013, pelaksanaan pemilihan 

umum antara Presiden dan Wakil Presiden 

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 14/PUU-XI/2013 

dalam Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan 

Umum Presiden dan Wakil Presiden 

Robiansyah. 2017. Malapraktik Distribusi Formulir Model C6 Pada Pilgub 

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Di Kota Tarakan. Jurnal Ilmu Sosial 

dan Politik. Universitas Airlangga Vol. 7 No. 8. 70-81 

Robiansyah. 2018. Malapraktik Distribusi Formulir Model C6 Pada Pilgub 

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Di Kota Tarakan. 

https://repository.unair.ac.id/79891/3/JURNAL_TP.33%2018%20Rob%20d.

pdf 

Sardini Nurhidayat (ed). 2015. Penyelenggara Pemilu Di Dunia. Jakarta: DKPP 

Siahaan, Maruarar. 2018. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik 

Indonesia, Edisi 2. Jakarta: Sinar Grafika. 

Siallagan Haposan dan Janpatar Simamora. 2011. Hukum Tata Negara Indonesia. 

Medan: UD.Sabar  

http://perludem.org/2017/03/28/perludem-surat-c6-bukan-syarat-utama-gunakan-hak-pilih-di-tps/
http://perludem.org/2017/03/28/perludem-surat-c6-bukan-syarat-utama-gunakan-hak-pilih-di-tps/
https://repository.unair.ac.id/79891/3/JURNAL_TP.33%2018%20Rob%20d.pdf
https://repository.unair.ac.id/79891/3/JURNAL_TP.33%2018%20Rob%20d.pdf


 

59 

 

Simamora Janpatar, “Menyongsong Rezim Pemilu Serentak”. Jurnal 

RechtsVinding, Vol. 3 No. 1 ( April 2014), h. 6.  

Smith Rhona K.M., dkk, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia. Jakarta: Neraca 

Keadilan 

Sugiyono. 2016. Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: 

Alfabeta  

Supriyanto, Didik & Ramlan Surbakti (eds). 2014. Integritas Pemilu 2014. 

Jakarta: Kemitraan 

Supriyanto, Didik (ed). 2019. Perlindungan Hak Memilih Warga Negara Di 

Pemilu 2019 Dan Keterwakilan Perempuan Di Lembaga Penyelenggara 

Pemilu. Jakarta; Perludem 

Surbakti, Ramlan dkk. 2011. Menjaga Kedaulatan Pemilih. Jakarta: Kemitraan  

Surbakti, Ramlan, dkk. 2014. Integritas Pemilu 2014. Kajian Pelanggaran, 

Kekerasan, dan Penyalahgunaan Uang pada Pemilu 2014. Jakarta: 

Kemitraan  

Surbakti, Ramlan, Supriyanto Didik, dan Asy’ari Hasyim. 2011. Menjaga 

Kedaulatan Pemilu. . Jakarta: Kemitraan  

Tanthowi U. Pramono, Aditya Perdana, Mada Sukmajati. 2019. Tata Kelola 

Pemilu Di Indonesia. Jakarta: KPU 

 

Internet 

business-law.binus.ac.id/, 2/2/2016. Tidak Mendistribusikan Formulir C-6 

Merupakan Kegagalan KPU. Retrieved From https://business-

law.binus.ac.id/2016/02/02/tidak-mendistribusikan-formulir-c-6-merupakan-

kegagalan-kpu/, diakses tanggal 21/1/2022 

https://news.detik.com/berita/d-4523961/pemilu-2019- disoal-ini-lho-3-alasan-

mk-perintahkan-pemilu-serentak. Diakses tanggal 08 Oktober jam 22.10 

dunia.tempo.co, 17 April 2019 19:47 WIB Pemilu Indonesia Terbesar Ketiga di 

Dunia https://dunia.tempo.co/read/1196751/pemilu-indonesia-terbesar-ketiga-

di-dunia/full&view=ok 

 

https://business-law.binus.ac.id/2016/02/02/tidak-mendistribusikan-formulir-c-6-merupakan-kegagalan-kpu/
https://business-law.binus.ac.id/2016/02/02/tidak-mendistribusikan-formulir-c-6-merupakan-kegagalan-kpu/
https://business-law.binus.ac.id/2016/02/02/tidak-mendistribusikan-formulir-c-6-merupakan-kegagalan-kpu/

